PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR © TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

bahwa dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025, guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan
pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah mempunyai kewenangan antara lain mengambil
tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan
Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga
merupakan pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun
sebelumnya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, keperluan mendesak meliputi kebutuhan
daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,
belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib, pengeluaran daerah yang berada di luar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau
pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat;
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bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, pengeluaran untuk mendanai keperluan
mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak
cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu
dalam Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan/atau Perubahan Dokumen Perencanaan Anggaran- Satuan
Kerja Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan angka 4.7.1 huruf g Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025, pergeseran anggaran yang
menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dapat dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan
mendesak, dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, apabila pergeseran
tersebut dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, ditampung dalam Perda tentang perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi
daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau tidak
melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan ketentuan angka 3.3.2.1.3.1 huruf d
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam hal alokasi pendapatan
Dana Alokasi Khusus Fisik berdasarkan Undang-Undang
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi Dana Alokasi
Khusus Fisik atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana
Alokasi Khusus Fisik yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025 termasuk
penggunaan sisa alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian
penganggaran alokasi pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik
mendahului Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan
perubahan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan
kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk
selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
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h. bahwa berdasarkan ketentuan angka 3.3.2.1.3.2 huruf d

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam hal alokasi pendapatan
Dana Alokasi Khusus Non Fisik berdasarkan Undang-Undang
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi Dana Alokasi
Khusus Non Fisik atau berdasarkan informasi resmi alokasi
Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dipublikasikan melalui
portal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025, diterima
setelah penetapan Perda mengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah
melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan
Dana Alokasi Khusus Non Fisik mendahului Perda tentang
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam
Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 bagi pemerintah daerah yang
melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan
Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa dalam pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat pergeseran
anggaran antar Objek Belanja, Rincian Objek Belanja, Sub
Rincian Objek Belanja, dan Uraian dari Sub Rincian Objek
Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf i perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Muara Enim Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 648);

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2021 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
Nomor 12);

19. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2024 Nomor 45) yang telah beberapa kali diubah dengan

Peraturan Bupati :

a. Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 Nomor 1);

b. Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 Nomor 4);

diubah sebagai berikut :
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Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025
direncanakan sebesar Rp3.468.362.185.570,00 yang bersumber
dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp3.054.640.999.325,00 yang terdiri atas :

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp2.873.734.069.342,00.

(3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.180.906.929.983,00.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp3.619.621.652.716,00 yang terdiri atas :

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)
diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar
Rp2.220.430.318.989,00 yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;

d. belanja hibah; dan

e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.169.375.514.862,48.
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Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp949.852.066.126,52.

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp90.493.238.000,00.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.709.500.000,00.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah,
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 13

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rpl1.169.375.514.862,48, yang terdiri atas:

belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
belanja gaji dan tunjangan DPRD;

belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
dan

belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta
Bupati dan Wakil Bupati.

e o

o

Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp658.493.677.728,70.

Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp418.954.217.128,78.

Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp25.757.861.972,00.

Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp180.696.229,00.

Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati
dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp2.577.191.304,00.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (10) diubah,
sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 14

Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp658.493.677.728,70, yang terdiri
atas:

a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara;

b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
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(3)

(4)

)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil
Negara;

belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;

belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur
Sipil Negara;

belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;

belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil
Negara; dan

k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara.
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Belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp476.563.754.603,06.

Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp50.760.459.757,80.

Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp8.764.184.945,30.

Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp28.680.204.198,25.

Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp11.963.310.372,38.

Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp29.925.942.077,76.

Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp1.640.280.159,02.

Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp22.668.325,13.

Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan
sebesar Rp44.881.196.490,00.

Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp1.322.896.900,00.

Belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan
sebesar Rp3.968.779.900,00.
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7. Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

8. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 NMe\ 2025

BUPATI MUARA ENIM,
dto.

EDISON
Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Wer 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

dto.

YULIUS
BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025 NOMOR 9
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